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ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diatur oleh negara untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bertanggung jawab
untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat, salah satunya adalah dengan melaksanakan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 1 nomor 2 dan nomor 6
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum ("UU No. 2/2012"), pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum (selanjutnya disebut sebagai "Pengadaan Tanah™) adalah
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan sebidang tanah, dengan
melepaskan sebidang tanah milik orang-perorangan atau badan hukum, dengan
memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pemilik tanah. Pengadaan
tanah harus dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, kemanfaatan, kepastian,
keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, berkelanjutan dan
keselarasan. Dengan diterapkan asas ini pada pelaksanaan pengadaan tanah maka
dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam pengadaan tanah. Proses pelaksanaan
pemberian ganti rugi pengadaan tanah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan UU No.
2/2012 salah satunya adalah tahapan penilaian, hasil penilaian dalam kasus ini
menjadi dasar pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian sekitar Jalan
Rumah Sakit Fatmawati yang terkena proyek pembangunan Mass Rapid Transit
Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia. Pemberian ganti rugi terhadap pemegang
hak atas tanah bersifat layak dan adil, layak dari segi jumlah dan layak dari segi cara
pemberiannya sehingga pemegang hak atas tanah tidak merasa dipaksakan
melepaskan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan pembangunan berdasarkan
prinsip penghormatan terhadap hak pemegang atas tanah.

Kata kunci: ganti rugi, pengadaan tanah, kepentingan umum



ABSTRACT

Pursuant to Article 33 of Constitution of the Republic of Indonesia 1945, land and
water and the natural resources shall be controlled by the State and shall be used for
the optimum welfare of the people. In promoting such noble cause, the government
has the responsibility to build a considerable amount of infrastructures to support the
life of its people and finally the state itself. One of the very basic step in developing
infrastructures is procuring a plot of land for development in the interest of the
public. Pursuant to Article 1 Number 2 and Number 6 of Law Number 2 of 2012
regarding Land Acquisition for Development in the Interest of the Public (“UU No.
2/2012”), Land Acquisition for Development in the Interest of the Public (hereinafter
refered to as “Land Acquisition™) is an activity performed by the government to
provide a plot of land, by way of releasing a plot of land possessed or owned by
individuals or legal entities while also settling a fair and equitable compensation to
the possessor or owner of the land. Land Acquisition should be implemented based
on the principles of humanity, expedience, certainty, transparency, agreement,
participation, livelihoods, sustainable and alignment. With this principle applied,
conflict of the land Acquisition can be minimalized. Process of the implementation of
compensation for land Acquisition in the interest of the public in Indonesia carried
out under the UU No. 2/2012 starts from the stage of assessment, the results of the
assessment became the basis implementation of deliberations in determination case
damages at around Jalan Rumah Sakit Fatmawati, that affected by the Mass Rapid
Transit construction project at Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia. Providing the
compensation on holders of land rights is feasible and equitable, in terms of the
amount of the gift means that holders of land rights didn’t feel forced to relinquish
their land primarily used for the development interest based on respect on holder
rights.

Keywords: compensation, land acquisition, public interest
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BAB |

PENDAHULUAN

Tanah termasuk sumber daya yang langka ketersediaannya, jika dibandingkan
dengan penggunaannya. Peningkatan kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat
peningkatan kualitas hidup, juga bisa menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan
tanah.® Sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya, baik yang berada di
bawah permukaan bumi maupun yang di atas permukaan bumi?, Indonesia memiliki
pengaturan dasar terkait pengelolaan atas tanah. Dalam konstitusi dasar negara
Indonesia, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4
(UUD’45),® mengatur bahwa negara sebagai pemilik kekuasaan tertinggi berhak
untuk menguasai* dan mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan dasar terkait
pengelolaan tanah ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria
Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yang secara spesifik mengatur tentang hal-hal yang

berkaitan dengan tanah.

Berkenaan dengan hak negara untuk menguasai dan mengelola segala sesuatu
yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,

salah satu hal yang dapat dilakukan oleh negara adalah dengan melaksanakan

! Rusmadi Murad, Administrasi Pertanahan, Bandung: Mandar Maju, 1997, HIm. 1

2 Dody Hidayat, Muatan Lokal Ensiklopedia Geografi Indonesia, Mengenal 33 Provinsi di Tanah Air,
Jilid 6, Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2011, HIm. 12

® Pasal 33 ayat (3) UUD’45 menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara, dan negara berhak mempergunakan kekuasaannya dalam
pengelolaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

* Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya,
Jakarta: Djambatan, 1999, HIm. 23



pembangunan. Penguasaan tanah dalam bentuk pembangunan oleh negara ini, dapat
dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab® dalam mencapai kemakmuran rakyat.

Pembangunan, khususnya pembangunan fisik dalam rangka pembangunan
nasional, mutlak memerlukan tanah. Tanah yang diperlukan tersebut dapat berupa
tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maupun tanah yang dikuasai oleh subjek
hukum tertentu (tanah hak). Dalam hal kepemilikian tanah, setiap subjek hukum yang
berkewarganegaraan Indonesia berhak mempunyai hak milik pribadi (dalam kasus ini
tanah), dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang,
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (4) UUD’45.° Sedangkan,
kebutuhan negara akan tanah untuk keperluan pembangunan tidak terbatas pada tanah
milik negara saja, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah
terbatas. Untuk menjalankan kegiatan pembangunan yang mutlak memerlukan tanah,
selain menggunakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, juga dapat
menggunakan tanah yang berasal dari tanah milik masyarakat’, yang disebut dengan

pengadaan tanah.

Ketentuan tentang pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(UU Pengadaan Tanah). Undang-Undang ini membatasi kewenangan negara untuk
menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan, khusus bagi pembangunan untuk
kepentingan umum. Penyediaan tanah untuk kepentingan umum ini sejalan dengan
Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa, “Semua hak atas tanah memiliki fungsi
sosial”. Penjelasan Umum (II angka 4) menyuratkan bahwa fungsi sosial tanah

menyebabkan tanah tersebut tidak boleh hanya memenuhi kepentingan perseorangan

® Aslan Noor, Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Bandung: Universitas Trisakti,
2007, Him. 85

® pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak
mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapapun”

7 Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pengadaan Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, HIm. 82



saja, tetapi juga harus mengimbangi kepentingan masyarakat. Yang artinya dapat
ditafsirkan sebagai hak negara untuk menguasai tanah milik masyarakat untuk
melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum, guna meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, dengan tetap menjamin kepentingan hukum

pemilik tanah (Pihak yang Berhak).

Hubungan negara dengan tanah hak milik masyarakat seringkali menimbulkan
permasalahan baru. Hal ini terbukti dari banyaknya keluhan masyarakat yang
berkaitan dengan hak milik atas tanahnya yang diambil oleh negara. Sedangkan
berdasarkan ketentuan Pasal 28 G ayat (1) UUD’45 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dalam kaitannya dengan tanah hak milik masyarakat, secara tersirat tanah merupakan
harta benda yang berada di bawah kekuasaan seseorang. Ketentuan Undang-Undang
tersebut bertujuan untuk melindungi pemilik hak atas tanah yang memiliki harta
benda, dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagai hak

asasi pemilik hak atas tanah tersebut.

Dalam pengadaan tanah dari sudut pandang negara, hal tersebut dilakukan karena
negara mempunyai kepentingan tertentu, terutama bagi pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum. Salah satu contoh permasalahan yang akan penulis bahas
mengenai pengadaan tanah dalam penulisan ini adalah, “Pembangunan Stasiun Mass

Rapid Transit Haji Nawi (MRT Haji Nawi)” di Fatmawati, Jakarta Selatan.®

& Ardan Adhi Chandra, Pemilik Lahan di Haji Nawi Minta Ganti Rugi ke MRT Rp 150 Juta/Meter,
diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3549231/pemilik-lahan-di-haji-nawi-
minta-ganti-rugi-ke-mrt-rp-150-jutameter, pada tanggal 29 September 2017, pukul 12.14


https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3549231/pemilik-lahan-di-haji-nawi-minta-ganti-rugi-ke-mrt-rp-150-jutameter
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3549231/pemilik-lahan-di-haji-nawi-minta-ganti-rugi-ke-mrt-rp-150-jutameter

Pembangunan stasiun MRT Haji Nawi yang dilaksanakan oleh PT. MRT Jakarta
(Instansi yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah)®, adalah salah satu
bentuk pembangunan untuk kepentingan umum.'® Pemerintah memiliki kewajiban
untuk melaksanakan pengadaan tanah karena lahan yang diperlukan merupakan tanah
hak milik masyarakat. Pasal 1 angka 2 UU Pengadaan Tanah menegaskan bahwa
kegiatan menyediakan tanah adalah sah, selama dilakukan dengan cara memberi ganti
kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak. Dalam pelaksanaan
pembangunan tersebut, PT. MRT bersengketa dengan 7 orang pihak pemilik hak atas

tanah.

PT. MRT Jakarta melalui Tim Penilai Harga Tanah (Tim Penilai), sebelumnya
telah melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak
Tanah (NJOP Tanah) atau nilai tanah nyata/sebenarnya. Hasil penilaian yang
ditetapkan oleh Tim Penilai dalam kasus ini adalah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga
juta rupiah) per meter persegi. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar pemberian ganti
rugi yang pada bulan November 2015, mulai di musyawarahkan kepada para Pihak
yang Berhak atas tanah. Permasalahan muncul ketika para Pihak yang Berhak atas
tanah menuntut besaran ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah) per meter persegi atas tanah hak milik mereka, karena para Pihak yang
Berhak merasa harga tersebut merupakan harga NJOP Tanah yang layak dan adil.
Selain itu para pihak juga merasa bahwa pemerintah telah merugikan mereka dengan
terlebih dahulu memanfaatkan tanah dengan memploting, mematok, bahkan
memasang pagar keliling ketika belum terdapat kesepakatan pembayaran harga ganti

rugi.

Dalam pelaksanaan musyawarah yang tidak mencapai kesepakatan tersebut, para

pihak yang Berhak mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta

° Pasal 1 angka 1 UU Pengadaan Tanah

19 pasal 10 huruf b UU Pengadaan Tanah menyatakan bahwa, “jalan umum, jalan tol, terowongan,
jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api” termasuk dalam bentuk
pembangunan untuk kepentingan umum



Selatan dengan Nomor 133/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., dengan dalil bahwa Para
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengabaikan kepentingan
hukum Para Penggugat. Hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus
gugatan Para Penggugat diterima, menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan
melawan hukum, serta mengabulkan sebagian gugatan dari Para Penggugat, dengan
mewajibkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000,-

(enam puluh juta rupiah) per meter persegi.

Pemerintah merasa apa yang dilaksanakan sebelumnya sejalan dengan Undang-
Undang dan tidak merasa melakukan perbuatan melawan hukum, merasa keberatan
dengan putusan Pengadilan Tingkat I. Dengan berdasarkan bukti-bukti yang telah
dijabarkan dalam Jawaban di Pengadilan Negeri, UU Pengadaan Tanah
memperkenankan pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat | untuk
mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam
kasus ini Para Pemohon/Para Tergugat mengajukan permohonan Kasasi dengan
Nomor 2544 K/PDT/2017. Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi menyatakan bahwa
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum. Putusan
Pengadilan Tingkat | yang mengabulkan permohonan gugatan tidak
mempertimbangkan Jawaban dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan
tersebut sudah kadaluwarsa. Selain itu, putusan Pengadilan Tingkat Kasasi juga
menyatakan bahwa putusan hakim yang menyatakan Para Tergugat untuk
memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per
meter persegi tidak didasari dengan perhitungan yang layak dan adil, karena
berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Pengadaan tanah, yang berhak melakukan penilaian
besarnya nilai ganti kerugian adalah Penilai yang ditetapkan oleh Lembaga

Pertanahan (dalam hal ini, Anas Karim Rivai & Rekan).

Keunikan dalam kasus ini adalah dengan adanya kontradiksi putusan antara
putusan Pengadilan Tingkat | yang diajukan oleh Pihak yang Berhak, dan putusan
Pengadilan Tingkat Kasasi yang diajukan oleh Instansi yang membutuhkan tanah.



Musyawarah menurut UU Pengadaan Tanah adalah komunikasi dialogis antarpihak
yang berkepentingan, guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam
perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.™
Dalam kasus ini, hasil appraisal Anas Karim Rivai & Rekan (Tim Penilai)
diperhitungkan sebagai dasar penentuan ganti kerugian yang layak bagi Pihak yang
Berhak, sedangkan hasil kesepakatan antara ke-2 belah pihak belum menemukan titik
temu dalam musyawarah yang dilakukan sebelumnya.** Bahkan Para Penggugat
menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan pemanfaatan tanah dengan
memploting, mematok, bahkan memasang pagar keliling ketika belum terdapat
kesepakatan pembayaran harga ganti rugi. Perbuatan tersebut yang dianggap Para

Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat.

Ganti kerugian yang layak dan adil menurut UU Pengadaan Tanah dapat
ditafsirkan sebagai bentuk penghargaan bagi masyarakat, atas pemberian secara
sukarela tanah miliknya untuk pembangunan. Tetapi apabila besaran ganti rugi yang
ditawarkan pemerintah dalam kasus ini tidak sesuai dengan besaran ganti rugi yang
diharapkan masyarakat, maka masyarakat dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan
Negeri Setempat. Sedangkan gugatan sebagaimana terjadi dalam kasus ini, tidak
sesuai dengan apa yang diatur dalam UU Pengadaan Tanah, masyarakat menganggap
pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menggugat pemerintah
ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana lebih mengarah pada ganti rugi
yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dalam Putusan Pengadilan Tingkat I, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
memutus bahwa Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan
memutuskan besaran ganti rugi yang layak dan adil bagi Para Penggugat. Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam diktumnya dianggap tidak memenuhi

1 pasal 1 angka 8 UU Pengadaan Tanah
12 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Pembangunan, Edisi 1, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, HIm. 396-397



ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan, karena apakah benar
perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum
sedangkan dalam putusan tersebut, tidak disertai dengan dasar pemikiran mengenai
perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU Pengadaan Tanah. Selain
itu, bagaimana bisa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan penafsiran
besaran ganti rugi dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi
Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan yang berhak melakukan
penafsiran ganti rugi adalah Penilai Pertanahan secara Independen, yang telah
mendapat izin praktik dari Menteri Keuangan dan memiliki lisensi dari lembaga
pertanahan untuk menghitung NJOP Tanah.

Patut dipertimbangkan juga apabila ternyata Putusan Pengadilan Tingkat
I/Pengadilan Negeri Nomor 133/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. ini ternyata telah
inkracht/Berkekuatan Hukum Tetap. Bagaimana kelanjutan pembayaran ganti
kerugian sebagaimana telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
seandainya panitia pengadaan tanah tidak mampu membayar besaran ganti rugi yang

telah ditetapkan? Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah?

Di lain sisi, Pemerintah yang merasa keberatan dengan hal tersebut mengajukan
permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut
Para Pemohon Kasasi. Dalam Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi, Majelis Hakim
menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri telah salah dalam menafsirkan hukum,
dengan tidak mempertimbangkan eksepsi Para Pemohon Kasasi, yang menyatakan
bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa. Selain itu, Para
Termohon Kasasi/Para Penggugat dianggap telah salah dalam menafsirkan perbuatan
pemerintah, yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta
mendasari permintaan ganti rugi atas perbuatan Para Pemohon Kasasi, dengan

pemberian ganti kerugian menurut Pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga Hakim dalam

13 pasal 1 angka 11 UU Pengadaan Tanah



putusan kasasi menyatakan pembatalan putusan Pengadilan Tingkat 1, dan
menyatakan pemerintah wajib memberikan ganti kerugian sesuai dengan perhitungan
NJOP Tanah tahun berjalan, sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Berita

Acara Kesepakatan Musyawarah tertanggal 30 Desember 2015.

Sebagai upaya hukum yang terakhir, hasil putusan Mahkamah Agung dianggap
sebagai keputusan yang final and binding (terakhir dan mengikat). Patut dijabarkan
juga apabila ternyata Putusan Mahkamah Agung Nomor 2544 K/PDT/2017 ini
ternyata telah inkracht/Berkekuatan Hukum Tetap, apakah putusan ini menjadi dasar
diteruskan atau tidaknya Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum. Seandainya memang benar apa yang dimohonkan Para Pemohon Kasasi/Para
Tergugat terhadap Para Termohon Kasasi/Para Tergugat telah sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan, apakah pihak yang membutuhkan tanah dapat
langsung mengambil dan memanfaatkan tanah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
pemabngunan untuk kepentingan umum? Bagaimana jika Pihak yang Berhak atas
tanah tidak mau menerima besaran ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan
Mahkamah Agung Nomor 2544 K/PDT/2017 tersebut?

Penulis berdasarkan fakta dalam kasus ini berpendapat bahwa besaran ganti
kerugian adalah salah satu faktor penentu dalam masalah pengadaan tanah ini.
Negosiasi mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian pembebasan lahan menjadi
proses yang menyebabkan terhambatnya pembangunan untuk kepentingan umum,
Pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam kasus ini, berperan
sebagai sumber masalah yang menimbulkan sengketa antara Pihak yang Berhak dan
Instansi yang membutuhkan tanah. Sebagai akibat dari proses yang dilakukan tidak
sesuai dengan prosedur, masalah ini dapat mengganggu jalannya pembangunan

negara.



Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan analisis
lebih lanjut dalam bentuk penulisan hukum khususnya atau dibatasi hanya mengenai

soal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum dengan judul:

“STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR 133/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL JUNCTO
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2544 K/PDT/2017
PERIHAL KEBERADAAN TANAH DAN BANGUNAN DI SEKITAR
JALAN RUMAH SAKIT FATMAWATI YANG TERKENA
PROYEK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT
LEBAK BULUS-BUNDARAN HOTEL INDONESIA”
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